BABII

KONSEP PIDANA ANAK DALAM ISLAM

A. Pengertian Pidana dalam Islam

Dalam Islam, hukum pidana lebih dikenal dengan fikih jinayah.
Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana
atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang
yang dapat dibebani kewajiban).'

Sedangkan di kalangan fukaha, yang dimaksud dengan kata
“jinayah” ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu
mengenai ( merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lainnya.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat.
Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah
peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fukaha sering pula
menggunakan istilah jinayah atau jarimah, jinayah ataupun jarimah

mempunyai arti yang sama baik dari segi istilah maupun segi bahasa.

B. Pidana Anak dalam Islam
Ketika menangani sebuah pidana yang dilakukan oleh seorang

anak yang belum bisa berfikir secara sempurna, maka diperlukan

! Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1.
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argumen-argumen untuk dapat memutuskan perkara tersebut secara bijak
dan sesuai dengan koridor yang digariskan Islam. Untuk menjatuhkan
hukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak
pidana atau jarimah, harus memperhatikan beberapa hal yang erat
kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana. Pertanggungjawaban
pidana, adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban
pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau
tidak diupayakan itu atas dasar kemauannya sendiri. Karena pelakunya
mengetahui dengan kemauan dan kebebasan itu maksud dan akibat yang

akan timbul dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Arti pertanggungjawaban pidana sendiri dalam syariat Islam ialah
pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan yang
dikerjakannya dengan kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud

dan akibat dari Pperbuatannya itu.

Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu® :
1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri.

3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

? Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 175.
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Ketiga hal tersebut di atas harus terpenuhi, sehingga bila salah satunya

tidak terpenuhi maka tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, kebebasan bertindak dan mengetahui maksud
dan akibat tindakan yang dilakukan menjadi pertimbangan untuk
menghukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah.
Karena itu anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (jarimah)
secara intelektual tidak mengetahui akibatnya sehingga tindakannya
belum memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara
sempurna. Sebab hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah selain
ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal
lain yang terdapat dalam diri pelaku jarimah. Bahwa pertanggungjawaban
pidana dapat terhapus karena adanya sebab-sebab tertentu, baik yang
berkaitan dengan perbuatan pelaku jarimah, maupun sebab-sebab yang

berkaitan dengan kondisi pelaku jarimah.

Alasan penghapus pertanggungjawaban pidana karena perbuatan
itu sendiri, disebabkan perbuatan yang dilakukan itu diperbolehkan oleh
syarak, atau perbuatannya termasuk dalam katagori perbuatan mubah

(tidak dilarang oleh syarak).

Menurut syariat Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan
atas 2 perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar).
Sehubungan kedua dasar tersebut maka kedudukan anak di bawah umur

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam
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kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara

tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang

sejak ia dilahirkan sampai dewasa.’

. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (idrak)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir
pada usia 7 (tujuh) tahun. Pada masa tersebut seorang anak
tidak mempunyai kemampuan berpikir dan ia disebut anak
yang belum tamyiz. Akan tetapi para fukaha berpedoman pada
usia dalam menentukan batas-batas tamyiz seseorang dan
kemampuan berpikir agar ketentuan tersebut bisa berlaku
untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang
umum dan biasa terjadi pada anak. Dengan demikian, seorang
anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7
(tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu jarimah tidak
dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun
pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman had
apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak digishas. Akan
tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban
perdata dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap

diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada

* Abdul Qadir Al-Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid I, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu,

2008), 256.
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harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian

kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

. Masa kemampuan berpikir yang lemah*

Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh)
tahun dan berakhir pada usia dewasa atau balig. Kebanyakan
fukaha membatasi usia balig ini dengan 15 ( lima belas) tahun.
Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 ( lima belas)
tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum,

meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18
(delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan
belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk
perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama mazhab
Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada
periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan
pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang
dilakukan baik jarimah hudud, qisas maupun takzir. Akan
tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman
pidana. Bila anak tersebut melakukan jarimah berkali-kali dan
berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap

sebagai residivis atau pengulang kejahatan.

* Ibid., 257.



23

3. Masa kemampuan berpikir penuh
Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia
dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan
fukaha atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam
Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat
mazhab maliki pada periode ini seorang anak dikenakan
pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang

dilakukannya apapun jenis dan macamnya.’

Sedangkan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana atau

hapusnya hukuman pidana karena kondisi pelaku jarimah, antara lain:

1. Karena paksaan atau terpaksa yang dalam hukum pidana Islam
disebut ikrah, yaitu perbuatan yang yang terjadi atas seseorang oleh
orang lain sehingga perbuatan itu luput dari kerelaannya atau dari
kemauan bebas orang tersebut.

2. Karena gila.

3. Karena mabuk

4. Karena belum dewasa/ belum cukup umur/ di bawah umur.

> Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ( Fikih Jinayah), h.132-134.
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Seperti halnya yang telah dijelaskan dalam suatu riwayat hadis:

Py L o I 05 30 15 o130 85 J6 L o A e 1 5
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Diriwayatkan dari Ali, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda
tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang tidur hingga dia bangun,
dari anak-anak hingga dia dewasa dan dari orang gila hingga dia
berakal (sembuh). (H.R Abu Daud).®

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan sanksi
had karena kejahatan yang telah dilakukannya, karena tidak ada beban
tanggung jawab hukum atas seorang anak usia berapapun sampai pada
usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau
menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu
memperbaiki dan menghentikannya dan membuat kesalahan di masa yang
akan datang. hukum pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jelas
karena menurut hukum Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan
oleh Allah Swt. yang harus dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga
ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka anak
tersebut tidak dikenakan hukuman dan sebagai gantinya, yang

menjalankan hukuman adalah orang tuanya.

® Abu daud sulaiman bin al-asy’ab bin ishaq bin basyir bin syadad bin amr al-asdiy al-sijistaniy,
Sunan Abi Daud, juz 4, Hadist nomor 3498, ( Beirut: Maktabah al-Asriyyah, tt), 139.
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Sedangkan menurut KUHP pasal 45 dijelaskan bahwa penuntutan
pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu
perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat
menentukan, memerintahkan dan apabila melihat Undang-undang Nomor.

3 Tahun 1997 pasal 4 menetapkan :

1. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah
sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah
kawin.

2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang
pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur
tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun,
tetap diajukan ke sidang anak.

Dan didalam pasal 45 KUHP juga memberi penjelasan bahwa :
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang
dikerjakannya ketika umurnya dalam enam belas tahun, hakim dapat
menentukan tiga hal:
1). Pelaku dikembalikan kepada orang tua/ wali tanpa hukuman apapun
tetapi disertai peringatan keras untuk mendidik anak tersebut agar tidak
mengulanginya lagi.
2). Diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara tanpa hukuman

apapun, dimasukkan ke dalam asrama anak-anak nakal.

7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.
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3). Menjatuhkan hukuman pidana dengan hukuman diperingan sepertiga
bagian dari hukuman yang seharusnya dijalani bila seandainya dia
dewasa.

Batasan usia penjatuhan hukuman dalam melakukan tindak pidana
tersebut ketika melakukan tindak pidana, karena orang yang sudah
dewasa menurut hukum pidana dikatagorikan dapat bertanggung jawab

atas perbuatannya.

C. Ketentuan Anak di bawah Umur dalam Islam
Hukum Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak di
bawah umur atau lebih dikenal dengan sebutan anak adalah seseorang
yang belum mencapai akil balig ( dewasa ), laki — laki disebut dewasa
ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan
masturbasi, jika tanda — tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya
maka ia tidak bisa lagi dikatagorikan sebagai anak — anak yang bebas dari
pembebanan kewajiban.
Mengenai batasan anak (di bawah umur) hukum Islam mempunyai
pandangan yang bebeda-beda diantaranya:
1. Anak di bawah umur ialah dimulai sejak 7 tahun hingga
mencapai kedewasaan (balig) dan fukaha membatasinya
dengan wusia 15 tahun, yaitu masa kemampuan berfikir

lemah (tamyiz yang belum balig), jika seorang anak telah
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mencapai usia tersebut, maka ia dianggap dewasa
meskipun ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya.

2. Menurut Imam Abu Hanifah membatasi kedewasaan atau
balig pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu
riwayat 19 (sembilan belas) tahun, begitu pendapat yang
terkenal dengan mazhab Maliki.®

3. Ulama mazhab syafii dan Hambali menentukan bahwa masa
dewasa itu mulai umur 15 (lima belas) tahun. Walaupun
mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda
seperti mimpi, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak
sama terhadap setiap orang maka Kedewasaan ditentukan
dengan umur disamakannya masa kedewasaan dengan akal,
dengan akal terjadinya taklif (pembebanan hukum) dan dengan
akal terjadinya hukum.

4. Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat
ditentukan bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi
perempuan belum haid, ihtilam dan belum pernah hamil.”

Dalam hukum Islam, seorang anak usia tujuh tahun dapat
dikatakan sudah mumayiz yang artinya sudah mencapai usia
yang mengerti tentang akad transaksi secara keseluruhan dia

mengerti maksud kata-kata yang diucapkan bahwa membeli itu

® Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 32.
? https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-

pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/ diakses pada tanggal 12

Mei 2016.


https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/
https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/
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menerima barang sedang menjual memberikan barang dan juga

mengerti tentang rugi dan untung,

jadi kalau belum genap 7 (tujuh) tahun belum dapat

dikatakan mumayiz. Ada dua tingkatan mumayizyaitu:

a.

Kecil dan belum mumayiz dalam hal ini anak itu sama
sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.
Jadi, tidak sah kalau misalnya ia membeli apa-apa atau
memberikan apa-apa kepada orang lain. Kata-katanya
sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai pegangan,
jadi segala-galanya berada di tangan wali.

Kecil tapi sudah mumayiz, dalam hal ini si kecil ini
kurang kemampuannya untuk bertindak, namun sudah
punya kemampuan, oleh sebab itu kata-katanya sudah
dapat dijadikan pegangan dan sudah sah kalau ia
membeli atau menjual atau memberikan apa-apa

kepada orang lain.

Menurut hukum Islam, batasan anak di bawah umur itu

tidak berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda

perubahan badan baik bagi anak laki-laki, demikian pula bagi

anak perempuan. Sedangkan dalam masyarakat yang sudah

mempunyai hukum tertulis, ditetapkan batasan umur 16 tahun

atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan
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pada usia itulah si anak bukan lagi tergolong anak di bawah umur,

tetapi sudah dewasa.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979' tentang
kesejahteraan anak, disebutkan bahwa anak sampai batas usia
sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin masih

tergolong anak di bawah umur.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan memberikan batasan usia anak di bawah
kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian sebelum mencapai 18

tahun masih tergolong anak di bawah umur.

Didalam Undang-undang pemilu, yang dikatakan anak di
bawah umur adalah belum mencapai usia 17 tahun, sedangkan
dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Anak memberikan

batasan anak di bawah umur adalah di bawah umur 18 tahun.

D. Penjual Khamar
Dalam hukum Islam, menjual khamar sangatlah dilarang apalagi
perbuatan tersebut juga diharamkan, jika Allah sudah mengharamkan
sesuatu, maka dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti

menjual sesuatu yang dilarang oleh agama, karena Islam menganggap

' Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.
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hasil penjualan termasuk harta yang haram dan takkan mendapat berkah
dari Allah. Apabila uang tersebut digunakan untuk amal kebijakan, maka
sia-sia karena tidak akan diterima sebagai kebaikan. Begitu juga
penjualan khamar.

Larangan memperjualbelikan khamar dan menghukumi batal
transaksi jual beli tersebut, mencakup jual beli narkoba dan obat-obatan
terlarang. Karena semua itu masuk kategori membantu kemaksiatan,
berkonspirasi dalam wusaha merusak generasi muda dan umat,
menghancurkan akhlak, moral dan nilai nilai umat, merusak ekonomi
umat dan menjadikannya lemah dihadapan umat-umat yang lain.

Nabi Muhammad saw. bersabda:

3 oly) oVl by dally od) a2 s 1O

s

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan
khamar, bangkai, babi dan patung berhala. (Hadis riwayat Bukhari dan
Muslim)."!

Dan khamar sendiri mempunyai pengertian dari segi bahasa
artinya penutup akal atau mengacaukan akal.'’ Sedangkan menurut
istilah, khamar adalah segala jenis minuman atau lainnya sehingga
menjadi mabuk dan hilang kesadarannya. Adapun sesuatu yang bisa

memabukkan dapat berbentuk minuman, serbuk yang dihisap, cairan yang

* Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Shahih-Dha’if Bulughul Maram, ( Solo: Al-qowam, 2013), 417.
12 Acep Saifullah, Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Al-‘adalah, No.
1, Vol. XI (Januari, 2013), 47.
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disuntikkan, dapat juga makanan serta tablet, termasuk juga ganja,

morfin, dan sebagainya kesemuanya itu dinamakan khamar atau

minuman keras.

berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw.yang berbunyi sebagai berikut :
b S 0 e S0 0 L e b o 8005 0608 ks

Dari Ibnu Umar, dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda : setiap

yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah

haram."

Termasuk dalam masalah ini, bahkan lebih berat lagi hukumnya,
yaitu menjual narkoba, ganja, opium dan jenis obat-obat psikotropika
lainnya yang merebak pada saat ini. Orang yang menjualnya dan orang
yang menawarkannya adalah mujrim (pelaku kriminal). Karena narkoba
merupakan senjata pemusnah bagi manusia. Jadi orang yang menjual
narkoba, melariskannya serta para pendukungnya terkena laknat
Rasulullah saw. Hasil penjualannya merupakan harta haram.

Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan khamar dan obat-
obatan terlarang tersebut salah satunya yaitu faktor usia'® , Ketika usia
mencapai atau mendekati masa remaja atau akil baligh dalam istilah
hukum Islam, maka dalam masa tersebut dimaksud, banyak perubahan
yang terjadi. Diikuti oleh perubahan emosi, minat, sikap dan perilaku
yang dipengaruhi oleh perkembangan kejiwaan anak remaja. Pada saat itu

remaja mengalami ketidakpuasan atau ketidakpastian, di suatu sisi sudah

** Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Shahih-Dha’if Bulughul Maram, ( Solo: Al-qowam, 2013), 642.

" Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 82.
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bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum mampu menerima tanggung
jawab sebagai orang dewasa karena masih muda dan kurang pengalaman.
Dan pada masa itu, seorang remaja lebih senang bergaul dengan teman-
teman sebayanya di dalam lingkungannya dan mulai mencari identitas
dirinya. Rasa ingin tahu mempunyai motivasi yang tinggi, rasa coba-coba,
kurang mengerti dan memahami resiko yang disebabkan oleh kurang
pengalaman dan penalaran sehingga terjebak ke dalam sebuah hal yang
biasa disebut dengan kenakalan remaja dan penyalahgunaan minuman dan

obat-obatan terlarang.

E. Dasar Hukum
Dalam Alquran dan hadis telah diungkapkan status hukum terhadap

khamar

PR R
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Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
”.Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. ( QS.
Albaqarah: 219). °

-

O 58 B pedsd 2 (GG 3Ty 3dall 1 a8 Vel [l

'> Moh. Rifa’i dan Rosihin Abdulghoni, a/-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: CV.Wicaksana,
1005),32.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang
kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu
ucapkan. (QS. Annisa’: 43).'°

AY
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Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang
memabukkan dan rezeki yang baik. Sesunggguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang
yang memikirkan. (QS. Annahl: 67)."

F. Bentuk Hukuman

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata figh jinayah.
Jinayah merupakan bentuk verbal noun (masdar)'® dari kata jana yang
berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat
Jjana‘ala gawmihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap
kaumnya. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik
atau tindak pidana, jadi pengertian dari figh Jinayah adalah segala
ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal.
Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung
kemashlahatan bagi kehidupan manusia baik dunia maupun akhirat.
Penyebab suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana

kejahatan tidak lain karena perbuatan tersebut sangat merugikan kepada

 Ibid., 77.
"7 Ibid., 247
'® Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung, 2004), 1.
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tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta
benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang dari semua
itu menurut syarak harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Suatu
sanksi diterapkan kepada pelanggar syarak dengan tujuan agar seseorang
tidak mudah berbuat jarimah. Nabi Muhammad saw. pernah bersabda
bahwa suatu hukum yang dilaksanakan di dunia adalah lebih baik bagi
penduduknya daripada di curahi hujan selama empat puluh hari. Adanya
sabda Nabi ini mengindikasi bahwa setiap perbuatan atau usaha yang
bersifat menghalangi terlaksananya hukuman berarti menghalangi hukum-

hukum Allah dan menentangnya."

Hukuman diancamkan kepada seseorang pembuat jarimah agar
orang tersebut tidak mengulangi tindak kejahatan, juga memberi

pelajaran bagi orang lain agar tidak berbuat jarimah.

Landasan hukum Islam tidak pernah terlepas dari 3 asas umum
yaitu,
1. Asas keadilan
Adalah asas yang mengatakan bahwa di dalam Alquran
Allah Swt. memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan

menegakkan keadilan.

' Arif Rujianto, “ Grasi bagi Narapidana Narkoba menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”
(Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2012), 13.
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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak

v\

keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu
sendiri atau terhadap  ibu dan bapak dan kerabatmu. Jika ( dia
yang terdakwa) kaya tahu miskin, maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya ( kebaikannya) maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu
memutarbalikan ( kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
ketahuilah Allah Mabha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan.
( QS.Annisa’ :135). %

2. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan
bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dikenakan suatu

hukuman kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada.
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Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah),
maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan)
dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya
dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang
berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak
akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. (QS.

Alisra’: 15).
Asas kemanfaatan
Adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian

hukum yang telah disebutkan di atas. Asas ini menerapkan

?® Suhendar, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 135 dan Ar-Rum ayat 20-21”, dalam
http://suhendar25.blogspot.co.id/2014/04/tafsir-surat-nisa-ayat-135-dan-ar-rum.html, diakses

pada 28 April 2016


http://suhendar25.blogspot.co.id/2014/04/tafsir-surat-nisa-ayat-135-dan-ar-rum.html
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bahwa dijatuhkannya sebuah hukuman tersebut bermanfaat

bagi kepentingan terdakwa dan masyarakat atau tidaknya.
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Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
gishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita
dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu
pemaafan dari saudaranya, hendaklah (orang memaaftkan)
mengikuti dengan cara baik.( QS. Albaqarah : 178).

Sedangkan dalam hukum pidana Islam sendiri juga
mempunyai asas-asas yang mendasari pelaksanaan hukum

pidana Islam tersebut, diantaranya:
a. Asas legalitas

Adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada
pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-

undang yang mengaturnya.
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Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah
(Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk
(keselamatan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang sesat
maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya
sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa
orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum kami
mengutus seorang rasul.( QS. Alisra’ : 15).

b. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain
Menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia baik

ataupun jahat pasti akan mendapatkan imbalan yang setimpal.

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah
diperbuatnya. ( QS. Almuddassir: 38)

c. Asas praduga tak bersalah

Adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh
melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah
sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan
menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.

Asas ini diambil dari ayat-ayat Alquran yang menjadi
sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan
kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

Adapun rukun-rukun jarimah dapat dikatagorikan menjadi
2 (dua) : Pertama, unsur umum artinya unsur-unsur yang

harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur khusus
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artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah

tertentu.

Unsur umum yaitu,
1. Unsur formil,
(adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan
tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat
dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang
mengaturnya.
2. Unsur materiil
(sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku
seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap
berbuat maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur moril
(pelakunya mukalaf). Artinya pelaku jarimah adalah orang
yang dimintai pertanggungjawaban pidana jarimah yang
dilakukannya.

Maka khamar ini termasuk dalam jarimah hudud dan

dikenakan sanksi had. Beberapa perbuatan haram yang berkaitan

dengan khamar, dijelaskan oleh Rasulullah saw. dari Anas ra.
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“Sesungguhnya Rasulullah saw. melaknat dalam khamar sepuluh
personel, yaitu pemerasnya (pembuatnya), distributor,
peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya,
penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayarnya dan

pemesannya ~ (HR Ibnu Majah dan Tirmidzi).

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa semua pelaku
yang terlibat dalam khamar termasuk yang diharamkan. Hukum
haram disimpulkan karena ada celaan yang bersifat jazim dengan
kata (melaknat). Berarti, itu merupakan sebuah sanksi yang
diberikan kepada para pelaku yang terlibat dalam khamr. Mereka
itu adalah: (1) yang memerasnya, (2) yang minta diperaskannya,
(3) yang meminumnya, (4) yang membawanya, (5) yang minta
dihantarinya, (6) yang menuangkannya, (7) yang menjualnya, (8)
yang makan harganya, (9) yang membelinya, (10) yang minta

dibelikannya.

Alquran tidak menegaskan hukuman bagi pelakunya. Hal
itu diletakkan oleh nabi yang melalui sunnah fi’/iyyah-nya

diketahui bahwa hukuman dari jarimah ini adalah 40 kali dera.”'

Abu bakar mengikuti jejak ini. Tetapi Umar Ibnl Khattab
menjatuhkan 80 kali dera. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam

Malik, sanksi meminum khamar adalah 80 kali dera, sedangkan

*! Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam..., 101.
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menurut Imam Syafii adalah 40 kali dera, tetapi Imam boleh
menambah menjadi 80 kali dera. Jadi yang 40 kali hukuman dera

dan sisanya adalah hukuman takzir.

Pelarangan jarimah minuman khamar, juga hal-hal yang
mempunyai illat hukum yang sama, diharamkan karena
memabukkan, mka setiap yang memabukkan hukumnya haram.
Termasuk jenis khamar adalah narkotika, heroin, sabu-sabu dan
lain sebagainya. Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa
dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan
khamar. Hal ini karena khamar dan barang-barang memabukkan

yang lain merupakan racun yang mematikan.

G. Dampak Khamar bagi Kesehatan
Khamar mengandung zat kimia alkohol yang akan merusak
kesehatan manusia. Semakin tinggi kadar alkohol semakin tinggi pula
pengaruhnya. Pada beberapa orang minuman keras itu menyebabkan

reaksi-reaksi paranoid yang nyata.
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1. Dampak penyalahgunaan bagi pelaku®

a. Menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani,
merusak fungsi organ vital tubuh: otak, jantung, ginjal,
hati dan paru-paru sampai kepada kematian sia-sia yang
tak patut ditangisi.

b. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman
keamanan masyarakat.

c. Menimbulkan kecelaan diri yang bersangkutan dan orang
lain

d. Perbuatan melanggar hukum yang dapat menyeret
pelakunya ke penjara.

e. Memicu tindakan tidak bermoral, tindakan kekerasan dan
tindak kejahatan.

f. Menurunkan sampai membunuh semangat belajar adalah

perbuatan menghancurkan masa depan.

Dalam penyalahgunaan minuman memabukkan dalam jangka
waktu lama menyebabkan kadar asam (acidosis) dalam tubuh berlebihan,
di samping mengganggu fungsi dan kinerja darah dalam tubuh. Darah
yang beredar dalam tubuh manusia delapan perseratus yang mempunyai

tugas sangat penting sekali di antara tugas-tugas darah tersebut.

?2 Akhiqren, “ makalah dampak negatif dan pengaruh khamr”, dalam
http://akhigren.blogspot.co0.id/2009/04/makalah-dampak-negatif-dan-pengaruh.html, diakses pada
26 April 2016
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Hal ini diungkapkan oleh Al-Ahmady Abu An-Nur sebagai berikut:

1. Mendistribusi ( mengalirkan) bahan makanan yangtelah
dicerna dari alat pencernaan ke hati (liver) dan seluruh organ
tubuh.

2. Mendistribusikan zat-zat makanan yang masuk dalam tunuh
melalui infus maupun mulut.

3. Mendistribusikan oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh.

4. Mendistribusikan hormon-normon kelenjar endokrin di
pankreas yang menghasilkan insulin yang mempunyai fungsi
vital.

5. Melindungi segala cairan yang ada di dalam tubuh.

6. Membentuk sarana perlindungan bagi tubuh melalui

pembentukan sel-sel darah putih dan antibodi.





